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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Analisis mengenai Efektivitas Kebijakan Penetapan Harga Acuan Jagung 

Terhadap Perlindungan Peternak Rakyat, maka penulis menyimpulkan bahwa 

Penetapan Harga Acuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 

96 Tahun 2018 jika dilihat dari keberlakuan kaidah hukum secara normatif 

menurut Bruggink maka Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2018 tentulah efektiv. 

Efektiv karena Peraturan ini jika dilihat dari pengertian keberlakuan kaidah hukum 

secara normatif sudah sesuai, karena pengertiannya ialalah kaidah hukum atau 

peraturan ini merupakan suatu bagian dari kaidah hukum yang lainnya atau dapat 

dikatakan kaidah khusus bertumpu pada kaidah umum. Kaidah hukum khusus 

disini ialah Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2018 dan kaidah hukum umumnya 

ialah Undang – Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dimana 

Menteri Perdagangan disini sesuai dengan kewenengannya dapat mengeluarkan 

kebijakan, berupa Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2018.  

Demikian kesimpulan yang dapat penulis sampaikan.  

B. Saran  

1. Kepada Menteri Perdagangan, penulis berharap bahwa kedepannya supaya 

dalam membuat suatu peraturan diharapkan supaya tujuan suatu peraturan itu 

dibuat dapat tercapai dan juga penanganan dalam suatu masalah perdagangan 
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dapat segera diselesaikan sehingga tidak ada pelaku usaha atau konsumen yang 

mengalami kerugian karena kelalaian pemerintah.  

2. Kepada pelaku usaha, semoga kedepannya dengan adanya penulisan skripsi ini 

pelaku usaha dapat semakin mengerti dan memahami hak dan kewajibannya 

sebagai pelaku usaha dibawa juga harus melindungi hak konsumen, karena 

konsumen merupakan pihak yang lemah.  

3. Kepada para peternak, sebagai konsumen semoga kedepannya para peternak 

dapat semakin mendapatkan hak nya sebagai konsumen dengan adanya 

perlinduga hukum dari pemerintah sehingga para peternak sebagai konsumen 

tidak mengalami kerugian akibat persaingan usaha yang diciptakan oleh pelaku 

usaha.  

4. Kepada pembaca, semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat membantu 

pembaca mengerti lebih jelas mengenai kebijakan penetapan harga acuan ini 

dan diharapkan setelah membaca pembaca dapat menambah ilmunya.    

 

 

 

 

 

 



 

 

44 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku :  

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap 

Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 

Andi Fahmi, dkk.  Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Jakarta 

Bruggink, Arief Sidharta, 2015. Refleksi Tentang Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung. 

Gilarso, 2008, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 

Hermansyah, 2008, Pokok – pokok Hukum Persaingan Usaha di Indoneisa, Penerbit 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 

Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,Grasindo, Jakarta. 

Zulman, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kharisma Putra Utama, Jakarta. 

Jurnal :  

Chazali h. Sitomorang, 2017, Negara Hukum, Kepastian Hukum, Dan Kebijakan 

Pemerintah,Berada Dimana?  

http://www.jurnalsocialsecurity.com/news/negara-hukum-kepastian-hukum-

dan-kebijakan-pemerintah-berada-dimana.html, diakses tanggal 16 Oktober 

2018 

Tajuddin Bantacut, dkk, 2015, “Pengembangan Jagung  untuk Ketahanan Pangan, 

Industri dan Ekonomi”, Jurnal Pangan, Vol.24/No-01/Juni/2015, Institut 

Pertanian Bogor. 

http://www.jurnalsocialsecurity.com/news/negara-hukum-kepastian-hukum-dan-kebijakan-pemerintah-berada-dimana.html
http://www.jurnalsocialsecurity.com/news/negara-hukum-kepastian-hukum-dan-kebijakan-pemerintah-berada-dimana.html


 

 

45 
 

Media cetak :  

JUD/BAY/ACI/WER, 2018, Jagung Dinilai Kontradiktif, Harian Kompas, 25 

September 2018 Jakarta.  

JUD/BAY/ACI/WER, 2018, Jagung Dinilai Kontradiktif, Harian Kompas, 24  

September 2018 Jakarta. 

Undang – Undang :  

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Undang  – Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  

Undang – Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 

18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian 

di tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen 

Internet:  

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/faktor-penyebab-

kelangkaan diakses pada 27 November 2018 

https://www.kbbi.web.id/ternak diakses tanggal 16 Oktober 2018 

https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.htm , diakses tanggal 16 

Oktober 2018 

Melisa Riska Putri, Sulteng Kembali Ekpsor Jagung ke Fillipina, 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/09/17/pf7799368-

sulteng-kembali-ekspor-jagung-ke-filipina , diakeses 14 Oktober 2018  

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/faktor-penyebab-kelangkaan
https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/faktor-penyebab-kelangkaan
https://www.kbbi.web.id/ternak
https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.htm
https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/09/17/pf7799368-sulteng-kembali-ekspor-jagung-ke-filipina
https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/09/17/pf7799368-sulteng-kembali-ekspor-jagung-ke-filipina


 

 

46 
 

Muhammad Nur Asikin, Pakan Ternak Naik, DPR Pertanyakan Swasembada 

Jagung, https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/29/09/2018/pakan-ternak-

naik-dpr-pertanyakan-klaim-swasembada-jagung , diakses 14 Oktober 2018 

Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pertanian 2014-2017  

https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/29/09/2018/pakan-ternak-naik-dpr-pertanyakan-klaim-swasembada-jagung
https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/29/09/2018/pakan-ternak-naik-dpr-pertanyakan-klaim-swasembada-jagung



